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PERATLURAN PRESIDEN REPUBLIK TNDONES[A

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUEAHAN ATAR PERATURAN PRESIDEN KOMOR 16 TAHUN 2018

Mermimbang

Menpgingat

SHONG OBR 130 A

TENTANG PESNGADAAN BARANG /! fASA PEMERINTAH

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIIFEN REPUELIE THNLONESLA,

bahwa untuk penyesuaian  poogdaturan penggUndat
prosdulef fasa Usaha bMikeo dan Usaha Kecil zerta Koperasi, dan
pengalycan pengadaan posa konsteuksy yang pemblayaannoya
bersumber dari APBN, AFBD dalam Pengadaan Barang/Jfasa
Pemerintah untuk kemudahan berusaha herdasarkan Undang-
Undang Nomer |1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
penyesuaian kotentuan Sumber Iaya Manomia Penpadasan
Barang/ Jasz, perlad menetapkan Peraturon Presiden tentang
FPerubahar atas Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018
tcntang Pengadaan Barang/.Jaas Permerintah,

1. *asal 4 arat {1} Und=ang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahuo (%33,

2. Urdang-Undang Momeor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan MNegara Lembatan MNegara FEepublik
Indoncsia Tahun 2004 Mamer 3, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 43554,

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahin 2014 enlang

Admimigtrasi Pemerintahan [Lembarar Negata Eepublk
Indancsia Tahun 2014 Momor 282, Tambahan Lembaran
Megara Republik indoncsia Nomor S601);

4. Updang-Unclang ..
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Megara Republik Indoncsia Tahun 2020
Naroor 245, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomer 6573);

Prraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20108  tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintabh {Lembaran Nepara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 33)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN PRE3JIDEMN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Pasal I

Beberapa Kerentuan dalam  Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barane/Jasa Pemerintab
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
divubah sebagai berikut:

1.

Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan !
[satw) angka, yakn angka 10a, ketentuan angka 14, angka
15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, kerentuan angka 18
Fazul 1 chubah, di antara angka 18 dan angha 19 Pasal 1
disisipkan 2 [dua) angka, vakni angla 18a dan angka 13b,
di antara angka 29 Jan angka 30 Pasal 1 disisipkan |
|zatu} angka, yakni angka 293, keteatuan angla 12, angka
27, anglka 3Z, anghka 33, angka 353, dan anzka 50 Pasal 1
divbah, serta ditambahkan 1 (satu) angla yvakni angka 54,
seinlagEd Pasal 1 berbunyi scbagal berikout:

Fazal 1
Dalam Peraiuran Preswden ini, vang dimaksud dengan:

1. Pengadaan EarangsJaza Pemerintah VAng
selanjutnya discbut Frnpadaan Barang/Jass mdalal
kegiatan Feimadaan Harang/Jasa oleh

Eemenlerian; Lembaga/ Perangkal Daerah yang
dibiayai. nleh APBN/APED yang prosesova Sejak
identifizasi kebutuhan, sampal denpat serah tenima
hasil prlkeraan.

b

Kementerian  MNegara  vang  sclanjatnya disebut
Kermenteriann  adalab  peranglat pemerintah vang
membidangl wusan tortcntu dalam pemerinitahan,

3. Lembaga .
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Lembaga adalah organwsasi noe-Kementeran Nogara
dan instansi lain pengeuna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indonesia
Tahun 1945 aran peraturan perundang-undangan
fainmya,

Ferangkat Daeraly adalabh uosar pembanta kepala
daerah dan Dewan Perwalalan Ralkyat Dasrah dalam
penyelengoaraan urysan pemerintahan yvang menjadl
kewenangan dasrah.

Pemcrintah Dacrah adalah kepala dacrah sebaga
unsur  penvelenpeara  pemerintalian daerah yang
mermimpin pelaktanaan urusan pamnerintaban yang
menjadi kewenanpan dacrah olernom.

lembags  kebijakan  Pengudaan Barang/Jasa
Pemerintab yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lernbaga pemerintah vang bertugas mengembangkan
dan meramuskan kebyukan Pengadasn Barane ! Jasa
Pemerintah.

Penpauana Anpzatan yang selanjutnyva disinglkat Pa
adalah pejabat pemeranp Kewsnangan penpinaan
angearan Kementerian Nepara/Lembags / Peranghkat
[Daerah.

Fuasa Pengpuana Anggarvan pada Peiaksanaan APBN
vang selanjulnya disingkal KPA adalah pejabat vang
memperaleh kuasa dan PA untok melaksanakan
sebamian  kewenangan  dan  tanggung jawab
PENDEINAAT AL PRATALN prada KementeTian
Megurd/ Lembags vang bersanghkiatan.

Kuasa Pengguna Anpzaran pada Pelaksanaan APED
vang selanjutnyva dismngkat KFA adalah pejabat yang
dibert kwaza  untok melaksanakan scbagian
Lewen=gan [PEnpELIna angEarar dalarn
melalisanakan sebapian tapas dan oogsi Peranphlat
Dacral,

Prighat  Pembuat Hoomilmen yang selamumya
digingkat FPK adalabh pejabat vanp diben kewenangan
olch PA;KPA untulk moengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluacan angparan belanja  oegarafanpgaran
belana dacrah.

1iva. Pejalal
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Pejabat Pelaksana Tekmis Keglatan vang selanjutnya
disebut PFTK adaldah prjabal pada Unil Saluan Kera
Perangkat Daerah [SKPD} wvang melaksanakan
1 {satu} atay beberapa Kegiatan dan soaty program
sesLial dengan bidang tupasnya.,

Uit Kerja Pengadaan Barang! Jasa yvang selanjutiya
disingkat UKFLRI  acalah (SRR kerja i
Kementenian,/ Lembaga /Pemerintahh [raerah yang
menjadl pusat keunggulan Penpadaan Borang/ fasa.

Kelompok Kerja Pemitihan yang selanjubiva disebuat
Folkja Pemitihan adalah surmber daia manusia yang
ditetaphkan olch kepala URKPBJ wuntuk mengslola
pemilihan Penyedia.

Fejabat Panpadaan adalah pejabat
aflrmimistrasif pejabat - fungsionalf personel  yang
Bertugas melaksanakan  Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, danfateu E-purchasing.

Dihapus.
Dihapus,
Apen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaky Usaba
vang melalkeanakan sehagian arau sehuruh pekerjaan
Pengadaan Barang/-Juasie vang diben kepercaraan

olelr Hementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah
zebapal pihak pemberi pekerraan.

Penvelenggara SBwakelola  adalah tim yang
menyelenpgegarakan kepiatan secars Swakelola,

sumber [aya Manusia Fengadaan Barang/Jaza
Pemcnintah adalah Aparatur Sipil Megara dan Men-
Aparatur  Sipil Negara  yvang  bekerja di bidang
Penpgarlaarn Barang, Jzes Pernenmtah.

Pejabat Fungsicnal Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa vang =zelanumya dizebut Pengelola
Penpadaan  Barang/.Jaga | adalah  Aparatgr Sipl
Megara yaog dibien lugss, langeung j@awats, wewsnang,
dan hait secara penuah oleb pejabar vang herwvenang
Lotuk melaksanakan keaialan Pengadaan
Darane Jasd,

18k, Tersonel & . .
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Personel  selain Pejabat Fungsionel  Penpelola
Penpadaan Baraney/Jasa yang sclanjutnya disebut
Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Mepara,
prajurit Tentara MNasional! Indonesia, dan anggota
Hepolisian Megara Republik Indonesia vang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secars
penth oleh pejabwr yang  berwenang  untuk
melaksanakan keplatan Pengadaan Barang/Jdasa,

Rencana Umum  Pengodaan Barang/Jasza  yang
selapjutnya disingkat RUP adalah daltar rencana
Fengadaan Barang/Jasa yang akan didaksanakan
oleh kementernian,Lembagza/Perangkat Dacrah,

E-marketnlace Pengadaan Barang/Jasza adalah pasar
elektronik yvang disedaltan uniik metmenuahi
Ecbhutuhan barang/jasa pemenimtah.

Layanar FPengadaan Seccara Elektronik sdalah
layanan  pengslolaan reknalogi informasi untuk
memiasilitasl pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa
secara clektronilk.

Aparat Pengawas Intern Pemenntah vang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat vang melakuken
pengawasan  melabin awdil, revia, pemani=uan,
evaluasi, dan kepiatan penpgawasan lan terhadap
peavelengraraan tLpas dan fungsi pemerintah.

Pengadasn Barang!Jass -melalul Swakelola yang
selanjutnya  disebut  Swalielsia  adalah cara
memperaleh barang/ jasa vang dikerjakan sendin alch

Kementerian fLambaga f Perangkat Braerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  lam,
arganisasi  kemasvarakatan, atarr  kelompok
masyaraloal.

Crganisast Kemasvarakalan yang selamuinya disebue
Ormas adalah organisasi vang didinkan dan dibenlik
olel masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan
kesamann HEPaTEE, kehendale, kebatuhar,
keprentlingart, kegidlan, liany IREEET) untuk
Berpartisipast dalam pembangunan demi fercapainya
tujuan Negara Lesatuan Repuabhl Tndonesia yang
brcrdasarkan Fancasila.

Kelempals Masyarakar adalah kelompok masvarakat
vang melaksanakan Pongadaan Barang/.Iasa dengan
doukungan anggaran Lelama dari APBN/APBD.

26, Pengadaan . . .
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Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara memperoleh barang/jusa vang disediaksn oleh
Frlaku Usaha.

Pelaku Yaaha adalah badan usaha atan perseorangan
vanpg melakubkan wvsaha danfatau kegiatan pada
idang tertenu.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintall yang selanjutinya
disebut Penyedia adalabh  Pelaku  Usaha  vang
menyediakan barang/ jaza berdasarkan kontrak

Barang adalah setiap benda balk bwrwujud maupun
tidak berwnjud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdaganghkan, dipakai, diperpanakan
atan dimanfaatkan oleh pengeung barang.

Produk. adalah barang yang dibuat atan jasa vang
dihagilkan oleh Pelalku Usaha.

Pekerjaan  Konetrukai  adalih keselurohan alau
sehagian  kegiatan yaong mclipull  pembangunan,
pengoperasian, pemehharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kemball suate bangunan.

Jasa Kensultunsi adalah jasa layanan profezional
yang membutuhkan Keshlian tertentu di berbagai
bidang keilmuan yvang mengutamakan sdanys alah
pikir.

Jasa Lainnya ddalab jasa nonkonsultansi atau jasa
vany membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/eran keterampilan dalam @ualu sistem tata
kelola wang telah dikenal luas di dunis usaha untuk
tnenyelesaikan suatu pokeriaan.

Harpa Perkiraan 3endiri vang selanjuinya disingkat
HPS ardalah perkitaan harga barsog/jasa  yang
ditetapkan aleh PP wang telah memperhitungkan
biava udak langsung, kelnrungan dan Pajak
Fertambahan Milai.

34, Penelitian . . .
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Penelitian adalah keglatan yvang dilakukan menasat
kaidah dan metode ilmiah secara sistemafis anouk
toemperclel informasi, data, dan keerangan vang
berkaitan dengan pemahaman  dan vernbukeian
kebenaran atan  ketidakbenaran  suaty asumst
dan/atan hipetesis < bidang ilmu penpetahuan dan
teknologi  secta menarik kesimpulsn ilmiah  bagi
Eeperlian kemajuan Umu pengetabolan dandatau
tekeologi.

Fembelian  secara Elekironik  yang  selanjutoya
disebut  E-purehazing adalah tata cara pembelian
barang/jasa nmwclalui sisten kacalog eleKironik atag
Lk daring,.

Tender adalab metode pemilihan untuk mendapatlkean
Fenyedia Barang/Mckernaan Konstraks:/ Jasa
Lainmnya.,

Seleksi adalah mearede pernilihan ok mendspatkar
Pervedia Jasa Konsulltans,

Tender/Seleks  Internasiconal  adalah pemilihan

Penyediadengan peserta peinilihan dapal berasal dari
Prliku Usaha nasional dan Pelaku Usuha asing,

Fenmunjulkzan  Langsung adalah metode  pemilihan
untuk nendapotkan FPenyocdia Barang/Pekerjaan
KonstruksifJasa KonsoltansifJasa Lainrgea dalsam
keadaan tertentu.

I*enpadaan Langsuing Barang/Pekeraan
Konstrubksi fdasa Lainova adalah metode permilibian
vtk mendapatkan Penyedia  Baranpg/Pekerjaan
FunstruksifJasa Latnnya vang bernilag paling banyak
Pp2e0. 000, 000,00 frhita ratus juta copizh).

Fenpgadaan Langsunz Joss Korsultansi  adalah
refode pemilihan untuk mendapatkan Penyedin Jasa
Konsultanzi  yang bernilai  paling bamvak
EplC0.000. 000,00 {scratus juta rupiah).

E-rererse Axcrion acslah metode penawaran harcpa
secara Leoglang.

Dokymien Pemilihan adalah dokuren vang
clitetaprkamn uich Pokia Femilihan / Pejatsa
Penparlaan/Agen Pengadoan yang metouat informasi
tlan Keténtuan vans hares ditaat oleh para pihak
tlalam pemilinan Penyvedia.

G4 kKantrak ...
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Kontrak Pengadaan Barang/Jass yang zelanjutnya
digebut Kontrak adalah perjanpan tertulis ancara
PA/KPA/PPK depgan  Penvedia  atou  pelaksana
Swakelola,

Usaha Milkroe adalah usaha preduktit milik orang
percrangan danfatay badan usalia perorangan vang
memenuhi kriteria Usaha  Mikro  zebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undeng reontang Usaha
Mikro, lecil, dan Menengah

Uszaha Kecil adatah usaha ckonom produktl yang
berdin sendin dan dilakukan oleh orang perorangan
atan kadan usaha wang bukan merupskan anak
perusahaan atau bukan cabang perusabssan yang
dirraliki, dikuasai afau menjadi baglan baik langsung
maupun tidak langsung ¢dari Usaha Menengah ataun
Usaha Beszar yang memenuhil kntena Usaha Keol
sehagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang
tenlang Usaha Mikeo, Kecil, dan Menengah.

Dihapus.

Surat Jarmnan vang selanpatnya discbut Jaminan
adalah jJaminan tertulis vang dikeluarkan cleh Bank
Umum,/Perusahadan Pemjarmitan/ Perusahaan
Asuransi/lembags kelianpgan khusus VAT
menjalankan  wusaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia  sesual Jdengan ketentuan  peratuian
perundanpg-undangan Ji bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesiz.

Sankai Daftar Hitam adalah sanksi yang dibenkan
kepada pesecta pemilihan /Penyedia berupa larangan
mengikit  Pengadasn Barang/Jasza di aeluruh
Kementerian/Lemnbaga/ Peranekat Daerah dalam
jangka waltu tertentu.

Fenpadann  Berkelanjulan  adalah Pengadenn
Barang/Jasa vanp hertujuan uniok menespal nilas
manfEat vang menguniunekan secarg ekonotnis tidak
hanoya untuk RKemeoteoan Lembava ! Peranelal
Darrah  sebapa) penpgunsnya elEph jugEa oantiak
masyarakat, serta signiiikan mengurang: dampak
negatil  terhadap lingkungan dan - sosial dalam
keseluruhan silklus pengoenaannya.

31. Konsclidas . . .
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Koensohdasi Pengadaan Barang/ Masa adalah strateg
Penigadaan Barang/Jasa vang menggabungkan
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Keadasan Kehar adalah suatu Keadaan yang terjad
luar kehendak para pikak dalam Kontrak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnva, sehingga kewajiban
vang ditentukan Jaam Kontrek menjacdi idak dapat
dipenuhi.

Kepala Lembapa adalal Kepala LIKPP.

Toko Dalam Janmegan rane selanuilnya discbur Toko
Carimg adalah =istem Informasl vang memizasilitas
Fenpadaan Barang/Jasa melalul penyelenpzara
perdlagangan  melabl sislem elekiconlk dan otel
darimsg.

Hetentuan ol a, humaf €, hural g, dan harut b Pasal 4
diubah, sehunpga Paszal 4 bechunyi sebagai berikuc:

Pasal 4

Pengsdzan Barang/ Jasa bertujasn uniuk:

H )

menghasilkan karang/jasa yanpg tepat dari setap
rang yvang dibelanjakan, diukore dari aspek knalitas,
kvanritas, walkory, baaya, Iokas, dan Penyedia;

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mikeo, Usaha Kecil,
dan Koperas:,

meningkatkan peran Polaku Usaha nazwonal;

mendubung pelaksanaan penclitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

menimgkatkan keikutsertann industo kreahf;

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan
perluasan kezempatan berusaha, dan

meningkatkan Penpadaan Betkelanjpatan.

J. Ketentuan . ..
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3.  Ketentuan hurul g Pasal % dibapus, schinges Pasel 2
berbunyi sebapai herikut;

Posal 8

Felaku Pengadaan Barang/Jasa terdird atas:

cl.

-

=

Mo

=

—_—
T

FA;
KPA:
PPK;

Fejabat Pengadaan;

Fokja Pemilihan;

Apen Pengadoaoan;

dihapus;

Penvelengeara Swakelola; dan
Penyedia,

4 antara huruf f dan huruf g ayal {1] Pasal 9 disisipkan |

{zatu) hurcaf yalni hural f1, Pasal 9 avat (1} hoeal i
dihapus, gerta kelentuan avat (3) Pazal 9 diubah, sehingga
Pazal 9 berbunyi sebagai berikoat:

(1}

*agal &

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8§ buocol a
memitiki tugas dan kewenangan;

d, melakukan  dndakan vang  mengakibatkan
pengeluaran anggaran helanja,

k. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
hatas anggaran belanja yang telah ditetapkan,

<. menntapkan perencanaan pengadasn;
d.  menetapkan dan mengummamkan RUE;

e, melaksanakan Konszolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

f. menetapkan  Penunjukan  Langsung  untok
Tender f Seleks wlang gagal;

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
g.  menetapkan PPE;
h. menetapkan Pcjabat Pengaduan;

1. dibapus . ..
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i dihapus;

1. menctapkan Peryelengimara Swakelola;

k. menctapkan tm teknis;

. menetapkan  tim  juri/um  ahli  uniok
pelaksanaan melalu Savembara Kontes;

menyatakan Tender gagal/ Seleks pagal; dan

n. menetapkan  pemenang  pemilhan/Penvedia
untuk merde pemilihan:

I} Tender/ Permainjuban Langsung/
E-purchasing untuk paket Peongadaan
Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa

Laimnnya dengan nilan Pagl Anggaran paling
sedikit  di atas  Rpl108,000,000,300,00
[seratus miliar rupiah); atan

21 Seleks fPenunjukan Bangsuog untuk paker
Pengadasn Jasa Kensultans: dengan mla
MPagy Angerran paling scdikit di atas
RpTO.OCO.O00.000,00  (sepuleh milias
rupiah).

BA wuntuk pengelolaan APBW dapat melimpahkan
bewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada KPA sesuan dengan ketentaan peraturan
percndang-undangan.

FA untuk pengelolaan APBD dapar melimpahkan
kewsnangan schapaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a sampal dengan huraf {1 kepada KPA.

Kertentuan wval (2) Pasal 10 drabah, schingpa Pasal 10
berbunyi sebagal berikuot:

(1)

(2)

Fazal 140

EPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal # huruf b melaksanalian
pendelerasian sesual dengan pelimpahan dari PA.

Selain kewenangan sebapaimana dimaksod pada avat
(l], KPA bervcnang menjawab Sanggah Banding
pruerly Tepder Pekenaan Konstrukst.

3] KPA .
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KPA dapat menupaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
yvang terkait dengan:

a. melakukan  tindakan  vang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/fatau

b, mengrdakan peranjian dengan pihak lain dalam
hatas angearan belanpa yang telah ditetapkan,

KPA  dapat dibantu oleh Pengelola  Penpadaan
Barang/Jasza.

KPA pada Pengadaan Barang/.Jasa yang
menggunakan anggaran bolanga dan APED, dapat
merangkap sebagai PPL.

Retentuan Pasal 11 diubah, sehinega berbunyn schaga
berikut:

1]

Pozal 11

PPE cdatamm Pengadaan Barang/Jass  scbhagaunana
dimaksud dalam Pasal & huruf ¢ memiliki tugas:

a.  meEnyUsUn percncanaan pengadaan;

. melaksanakan Runsulirdast Pengadasn
Barang/Jasa;

c.  mengtapkan spesifikas telans/Eerangka Acuan
Kerja [(KAK},

. munetaplkan rancangan kontrak;
menetenkan HPS;

.  mepetapkan besaran uvang muks yang akan
dibayarkan kepa.a Penyedia;

menplsuikan perubahan jadwal kegiatan;

2

h. meclaksanakan E-purchastrg untuk nilai peling
sedikit di atazs Rp200.000.000,C0 {(dus rallis jula
rurniahy;

. mengendalikan Kontrak:

1- EnyImppan fan menjaga keutuhan  seluruh
dakumen pelalisanaan kepiatan;

k. melaporkan  pelaksanaan dan penyelesatan
kegiatan kenadn PA S HPA;

i menyerahwan - . .
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. menverahlkan hasil pekerjaan pelaksanaan

kegpiatan Kepada PA/EPA denpgan berita acara
penyerahan;

menilal kinerja Penvedia;
menetapkan tim pendukung;
menctapkdan tim ahl alan tenaga ahly dan

T o 4 2

menstapkan Surat Penunjukan  Penyedia
Bararg, Jasa.
Selain melaksanakan tugas sebapg:imana dimaksucd

pada ayat (1}, PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenanpan dari PA/KPA, meliputi:

a.  melakukan nndakan  yang  mengakibatkan
pengeluaran anggaran belama;, dan

b mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
mhak lain dalam batas anggartan belanja yang
telal ditctaphan. :

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Penpadaan
Barang/ lasa vang menpgunakan anggaran belanja
dan APFRD, PA/EPA menugazkan FPTE  unfuk
melakszanakan tugaz PPE schagmimans dimaksud
pada avat {1] hurof a sampai denpan huenaf m

PPTKE vang melaksanaban tugas PPROosshagmimana
dimaksud pada ayst (3) walb memenuh: persyaratan
kampetensi PPR.

Ketentuan buraf a ayat {1) dan ayat [4) Pasal 13 diubah,
serta huruf b ayat (1} Pasal 13 dihapus, sehingpa Pasal 13
Berbuanyi sebagal berikut:

(1)

Pasal 13

Polkga Pemilibant  Jalam  Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & haoul e
memiliisl buagas;

a. melaksanakan  persiapan dan  pelaksanaan
pemilihan Penyedia kecualli E-purchasing dan
Pengadaan Langsung,

b dihapus; dan

. mengtapkan . .
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f

menetapkan  pemenang  pemilibanPenyedia
uniuk metode pemilihan:

1. ‘lender/Peonunjukan Langsung untuyl palet
FPengadaan Barang/Pekerjaan
KonatruksifJasa Lainnya dengan nilat Fagu
ANgearan paling banyak
Rpld0.000.000.000.00 (seratas  mihar
rupiah);, dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung nntuk paket
Pengadaan Jusy Konsaliansi dengan nilai

Pagu Argparan paling banyak
Rpl.000 00000000 [sepuluh mudar
rupiahy].

Polkja Pecmilihan scbapnimana dimaksud pada ageat [1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertmbangan kompleksicas
pemiliban Penvedia,  aopgznta Pokja  Pemiliban
schapaimana dimaksud pada avatl (2] dapat ditambah
zepanjang berjumlah pasal.

Polja Pemilthan dapat dibantu oleh tim ahly araw
tenaga ahh,

Pasal 13 dihapas.

Kerentuan Masal 16 ditambeh 1 (satu) ayvat yvaknl avat (5),
sehingga Poaal 10 berbuny sebasai berilat:

(1]

(=)

(3]

Pasgal 16

Penyelengeara Swakelola  scbagmimana  dirnaksud
dalam Pazal 8 hurm! b rerdiri atas Tim Perstapan, Tim
Felaksana, dan/ataa Tim Penpawas.

T Persiapan memilihl lugas Menyusun Sa8aran,
cencansd Kegialan, jadwal pelaksanaan, dan rencana
baya.

1im  Pelaksana memililia  tupas  melaksanakan,
mencitat, mengevaluaz:, -dan melaporkan  secara
berkala  kemajuan  pelaksanaan Kegatan  dan
PenyeTapan angEaran.

[4) Tien . . .
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Tim Pengawas memiliki tugas menpgawasi persiapan
dan pelubsanaan hisik maupun adminisicas
Swakelola.

Penvelenggara Swakeiola schagalmana  diunaksud
pada axat (1] dapar dibaniu aleh Pengelola Peogsdasn
Barang/Jaza.

Kerentuan Pasal 19 diuhah, sehingee berbunyi scbaps
beriku::

(L}

{Z]

(3]

{4]

Pazal 19
PPE  dalam  menyusun spesifikazsi teknis/KAR
barang/|asa mengglinskan:
a. produk dalam neger;
b, produk bersertifikat SNI;

produk tisaba mikes dan kecil serta koperas dar
hazil produlksi dalam negerh; dan

d.  preduk ramah Hngkunpan hilup.

Dalzm PETIYLISTIAN spesilikasi tehnis/kKAK
dimungkinkan peavebutan merek terhadap:

a. komponen barangfjasa;

. suku cedang;

c.  bagian dan saiu sistemn vang sudah ada; atan
d

barang/jasa dalam katalog elekirenik atan Toko
Daring.

Pemeruhan penpgunaan produk  sebagaimans
dimaksud pada avat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

Produk ramah lingkunpgan hidup  sebagaimana
dimaksud pada awat [1} hurad . mengepunakan
baranpg dan jaza vang berlabel ramah lingkungan
hidup.

Ketentuan ayat (2§, ayat [3], dan ayar [3] hurul ¢ Pasal 26
divnbah, serta Pasal 26 ayat [4) dihapus, sehinpga Fazal 26
Berbunyi sebaga: berikut.

1]

Pasal 26

HFG thhatung secara keablan dan mengrunakan data
vang dapat dipertangguneiavablan.

{2) Milad . . .
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Milai HPS bersilat tidak rahasia.
Rincian HPS bersifat rahasia.
Dihapus.

HPE dipgunakan sebagar

. alat untuk menilal kewajaran harga penawaran
dan/ataun kewsjaran harga satuan;

b, dasar wuntuk menelapkan  batas  tertingg
penawaran  wvang sah dalam Pengadaan
Barang/Peleerjaan  KeonstruksifJasa  Lainnya;
dan

c. dasar untuk menctapkan besaran nilai Jaminan
Pclaksanaan bagl pepawaran yang nilanya
kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari
nila HPS.

HPS tidak menjaci dasar  perhitungan  besaran
kerugion negar4.

Penyusiinan HPS dikecualikan untuk Pengatdaan
Barang/ Jasa dengan Pagle Aopzaran paling banyak
Ep 10,000,000, 00 {semiub juata rupiah),
E-prrchusing, dan Tender pekerjaan tenntegras:.

Peretapan HES paling lama 28 {dua puluh d::]apanr
han kerja sebelum bataz akhir untalk:

a. pemasuvkan pencwaran untuk pemiihan dengas
pascakualilikasi; atau

b.  pemasukan  dokumen  kualifikasi  untulk
pemilihan dengan prakoalifikas:

Ketentuan Pasal 27 divbah, szhinpgga hecinany: sehagai
bl

Pasal 27

(1} Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa Laonya

terdin atas:
a. lLumsum;
b.  Harpa Satuan:

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,

d. kontrak .
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d.  Konfralk Payunp; dan
c.  Biaya Plus Imbalan.

Jenis  Kontrak Pengadaan Pekerjaan  Konstruks:
terdiri atas:

Lumstim;
Harpa Satuan;
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,

Fatar Kunci; dan

=N = S

Biava Plus linbalan.

Jenis  Kontrak Pengadaan Jasa  Ronsultans
nonkenstruks: tordin atas:

a. Lumsum;
b.  Wakou Penuipasan; dan
c. lontrak Payung.

Jenis  Kontrak  Pengadsan  Jusa  Konsultansi
Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum; dan
. Waktu Fenugazan.

Kontrak Lumsum sebapaimana dimaksud pada ayat
1) hurufa, ayat (2] haraf &, avat (3 hwuala, dan ayat
{4 hurul a merupakan Kontrak dengan coang lingkup
pekerjaan dan pmmlah hargs vang pasti dan tetap
dalam batas wakiu tertentu, dengan ketenluan
sebagar berikut:

a.  sermle nmako  zeponuhnya ditangpung  oleh
Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

pembavaran didasarkan pacla tahapan

produk fkeiuaran yvang dihasilkan sesua dengan
Kontral.

T

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimmaksud pada
ayat {1] huruf b dan =yat {2) buraf b merupaloan
Kontrak FPenpadman Barang, Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnva denpan harpa satuan rang
tetap untuk setiap satwan atag unsur pekerjadan
dengan spesifikasi teknis certentu atas penyelesman

selurah ...
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selumgh pekerjaan dalam batas wabktul yang telah
ditelapkan dengan ketentaan sebagal berikut:

a4, vwolume atau kuantitas peketjaannya masih
bersifat  perkiraan pada sAaat Kontrak
ditandatangani;

b, pembayaran berdasarkan  hasit  pengukuran
bersama atas realisasi volume pelerjaan; dan

. nilal akhir Kontrak ditetapkan =etelab selaruh
pekeraan diselesalan.

lontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1] huruf ¢ dan avat.
(2] huraf ¢ meropakan  Kontrae  Penpadash
Barang, Pekerjaan KonstrulksifJdasa Lainnya
gabungan Lumsim dan Hargs Saroan dalam 1 [satu]
pekerynan yang diperjanjkan.

Kontrak Payung sebapanmana dimakesud pada ayat (1]
huraf « Jdan ayat (3) kol ¢ dapat berupa kontrak
harpa satuan datam periode walttu certentu untuk
barang/jasa yang belum dapat diieniukan volame
dansatau waktu pengirimannys pada saal Kontrak
nitandslanpani.

Wontruk Putar Kunci sehayaimana dimaksud pada
gvat (2] luruf d mwerapakan suatu  peranian
nenpenal pembangunan suatu provek dalam hal
Penvedia sctuju untuk membanpgun peovels tersebut
secara lengliapy sampal sclesal termasuk pemasangar:
semua perlzngkapannya sehingpa provek erselal
siap dioperasikan stau dihunt.

Kontrak Biaya Flus Imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf ¢ dan ayat (2) huoa! £ merapakan
jenis Kontrak yang digunaksn untuk Peneadaan
Barang/Fekerjaan KonstruksifJasa Lainnya dalam
rangke penanganan keodaan dararvat dengan nils
Kontrak merupakan perhilungan daci biaya aketoal
ditarmbah imbalan denpan persentase tetap atas haya
akival atarrmbalan dengan jumlan tetap.

Kontrak berdasarkan akto Penupasan schagaimana
irmakswd peda ayvar [5) bhorul b dan ayat (4 huarul b
merupakan  Konuak  Jasa  Konsultanzi uncok
pckerjaan vang  ruang  lingkupnya  btelum bisa
didefimsikan deogan omer dan/atan wakivg yaog
dibutuhkan wntuk menyelesakan pekenaan bkelum
Faaa dips stilan.

{12) Eontrak . ..
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(12 Konfrale Tabun  Jamak merupakan Konteek

Pengadaan Baraneg/Josa vang membehan lebih dan
1 {satu) tahun anggaran dilakukan setelah
mendapatltan persetujuan pejabat yang berwenang
sesnal  dengan Ketentuan  pecafuean pervndang-
undanpgan, dapat berupa

.  peckenaan yang penyelesmannya lebih dan 12
fdua belas) bulae;

. pekergaan yang penvelesaiannys lebih dan 1
(satu] tahun anggaran; atau

c.  pekerjaan vang memberikan  manfasc lebih
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih
dart 1 [satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga) taliun anpggararn.

13, D antara Pasal 27 dan 28 aisisipkan 1 [zatu) Pasal, yaknd
Pasal 274, achinpga berbunyi sebapai herikut:

14.

(1)

(2]

Pasal 27TA

FPE  dapar mengpunakan  selain jenis Konlrak
sebagaimana  dimaksud  Jdalam Pasal 27 sesum
dengan karaktenistik  prokegaan vang  akan
dilaksanrakan.

FPK dalam menetaplan jems Rontrak sebupaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip
elrsicnn, ofektf dan tidak  bertentangan  dengan
ketentuan peratiran pergncang-undangan.

Retenluan ayat (1] hural ¢, ayat (4, ayat $5) dan avat [7V)
Pasal 28 diubah, sehinpga Pasal 28 berbunyi sehapgai
berikut:

oy

Pazal U8
centul Kontrak tercini atas:
a.  bukti permbeliang pembayaran;
b,  kuitans:
sural perintah kooa;

SUCAL poranjian: dan

S

Surat pesanat,

(2) Bukri _ ..
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Rukn pembehan/ pembayaran sehageimana
dimalceud pada avat (1] hural & digimakan untuk
Peppadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nila pahng
banyak Rpld.000.000 00 (sepuluh juta rapahj.

Kuitansi sebagaimana dimaksd pada ayac (1) horaf
b dipunakan untuk Penpadaan Barang/ Jasa Lamnya
dengan nilai paling banyak Rp30.000.003,00 (lima
puluh juta rupizah).

Burat perintah kerja schagaimana dimaksud pada
ayar (1) huruf c digunakan untuk Pengadasan Jasa
Konsultansi  dengan milai paling  banyok
RpI00.000.000,00 [seratus juta rapiah), Pengadaan
Baranpg/Jasa Lainnys denpan il paling sedikat di
atas Rp50000.000.00 (ima puluh juta rupiah]
sarmpal denpan nilai paling banyvak Rp200 000, 000, 0
(dua ratus juta oapiah), dan Pengadaan Pekerjaan
Konstruks dengan nilal paling banyak
Rp200.000.0460 00 (dua ratus juta rumah).

Surat peganjian sehagaimana dimaksud pada avat (1)
huraf ol digunalean untuk Fengadann
Barang/!Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengat
nilar paling sedikit di atas Ep200,000 400,00 [dua
ratug  jufa rapiah) dan untuk Penpadaan  Jaso
Konsultansi denpan nilai paling sediliy di atas
Rl 00 G00.000,00 [seratus jurd rupiah).

Sural pesanan sebapaimana dimaksud pada ayvat (1]
huruf ¢ dipunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melalui E-purchasig.

keteptuan menganai bukt pendukung untuk masinge-
masing bentuk Kontrak sebagaunana dimsksud pada
avat {1] dilukukan sesual peraturan menteri yang
menyclenpgarakan urusan pemerintaban di ldang
keuanpan negara atau perdlurdan menter vang
menyelergrarakan urusanr d bidang pemenntaban
dledarmn reken.

LS. Ketentuan . . .
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15, Ketentuan avat (2} dan ayal (7] Pasal 30 diubah, serta di
antara avat (2) dan ayat [3) disisipkan 1 [satu) avat, yakni
aval [4a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebhagai berikur:

{1]

[}

(4]

3]
{4]

5]

| )

Pasal 30

Jaminan Peneadaan Bacang/Jaza terdivi atas:
a. Jaminan Penawaran;

Jaminan Sanggah Sanding,

Jaumiman Pelaksanaat,

- Jaminan Uang Muks; dan

mooLon o

Jaminan Prmeliharaan,

Jaminan Penawaran zebagaimana dimaksuad pada
ayat (1} huruf a3 untuk pengadaan Pekerjaan
Konstrukst  dan  pengadaan barangfjasa yoanp
dilakukan secara terintepras,

Jarninan Sanggah Banding sebagmimana dimaksud
pada ayat [l) hurul b hanya untuk penpgadasn
Pekerjaan Konstruksi, .-

Jaminan zebagaimana dimaksud pada ayat {1] dapat
beripa Dank garansi atau surely bond.

Eentuk -Jaminan sebupaimana dimaksud pada avat
I3) bersifat:

a. bDdak bersyarat,
b. mudah diczirkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbic jaminan paling
lambat 14 [empat belasp han keoa setelab surat
perintah pencairan afchyl Pokja
Pemilihan/PPE /Pihak vang dibert kuasa oleh
Pokja Fermnilihz n/PPK diterima.

FPengadaan Jasaz Konsultansi tdak  diperlukan
Jantinan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding,
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.,

Jaminan dan Bank Umum, Perusahass Penjaminan,
Perusaliman Asuransi, lembass keuangan khusus
vang meonyalankan wssha di Wmdang pembiayean,
penjaminan, dan asuransi untulk mendorong ekspor
Indanesia  sesual dengan  ketentuan  peraturan
perthdang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor fndonesia dapat digunakan untuk semua jenis
Jaminan,

[7) Perusahaan . .
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Perusabaan Pemaminan, Perusahasn Asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yanp menjalankan usaha
di bidanp pembigyasn, penjaminan, dan asurans
untuk mendorong ckspor Indonesia sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayasan ekspor [ndonesia sebagaimana
dimaksud pada avat [0} merupakan Perusahauzn
Pooerlic Jaminan vang memiliki izin usabha dan
pencalatan  produk  sweetyship di Otoritas JJasa
Keuanpgan.

16, Ketentuan Pasal 31 dmgbal, schingga herbunyi gebagai
berkut:

L7,

(1

{2]

(3]

Fasal 31

Jaroinan Pepnawaran sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 20 avat [2] diberlaloukan uniuk nilai HPS paling
sedikit di mtas Rp L0 Q00.0G0 000,00 {sepuluh miliac
rapali).

Jaminan Penawaran sebagaimans dimaksud pada
avat {1] besarnya antara 1% {satu persen} hinpea 2%
(Hea perzen) dan nilal HPS.

Penpadaan Barang/Jasa  yang dhilakulan secara
terintegrast,  Jarminan Penawaran sebagaioana
dimaksud paela ayal (1) besarnya antara 1% [saiu
persen) hingpa 3% (liga perzen) darl nidai Paga
AnEearan.

Fetentuan Pasal 32 dinbah, schingga berbunyi sebagai
Eerikout:

(1}

i2

Fozal A2

Jaminan Sangpah Banding sebagaimana dimalsud
dalam Pasu] 30 ayat (Za) besarnva 1% (salu pecsen)
dari nilai HPS

Untuk Pckergaan Konstouks terintegrasi, Jaminan
Sanggah Banding sehagaiinans  dimaksud  dalam
Pasal 30 ayat (Ja) besarnya 1% (safy persen) dari nilai
Pagll Angearan.

18, Keteptuian . .
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18 Ketentuan hurul a ayar [2), avat {3} dan ayat {4 Pasal 33
dinkalh, sehingpa Pasal 33 berbunyi sebagai berikur:

{1l

i)

(3}

(4}

=

SR Mo 2T A

Pasul 33

Jaminan Pelaksenaan sebagaimana dimalksud dalam
Pazal 30 ayat (1] hurud ¢ dibes lakukan untuk Kontralk
Pengadaan  Baranp/Pekerjaan  Konatruksi/Jasa
Lainnva denpan nilad  paling sedilot di o atas
Rp200.000 000,00 (dua rams jura rapish},

Jaminan Pelaksanasn sebapaimana diunaksud pada
avat (1} tdak diperiukan, dalam hal:

a.  Penpadaan Jasa lainoyw vang aset Penyedia
dikuesai oleh pengguna; atall

b. Pengadasan Batang/Jasa melalui E-purchasing,
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikout:

& antuk nilal penawaran anlara §0% (delapan
puluh persen) sampai dengan 1009 (seralus
perscn] darl nilai HPS, Jamtinan Pelaksanaan
sebesar 3% (lima persen) dari nilai kentrak; atan

k. untak nilai penawaran di bawsh B [delapan
puluh  persen)  deri nldar HPFS, Jaminan
Pelak=anaan sehesar 5% [lima persenp dan nilai
FHIPS.

Besaran nilai Jensinan Pelaksanaan untuk pelerjaan
tarintegrusi sebapai berikoae

a.  untuk nilal penawaran antara 80% (delapan
puluh persen) sampal dengan 10FS (geratus
persen) dari nilm Pagu Anggaran, Janunan
Pelaksanaan sebesar 5% {lima persen} dari nila
leontrak; atau

L. uptuk nilal penawaran di baweh BO% [delapan
puluhb pecsen) dari nilar Fagu Anggnran, Jarninan
Pclaksanaan sebesar 5% [hima persen) darn mila
Fagu Anppursrn.

Jaminan Pelaksanaan berlako sampai dengan serah
terima ockerjaan Penegadaan Barang/Jasa Lainnwa
atan serah terima perlams Pekerjaan Konstnaksi

1%, Ketentuan - . .
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19. HKetentuan ayat [Z) dan ayat {8} Pasal 38 diubah, serta
ditambahkan 1 [sat} humif pada ayat (5), yakni huraf |,
sehimeea Pasal 38 berbuny sebagal berikuat:

(1}

[}

[3)

(4]

[

Paszal 35

Metode  pemilihan Penyedia  Barang/Pekerjaan
KunstruhsifJase Lainnya terdizl atas:

a. E-purchasing,

b.  Pengadaan Langsung,

. Penunjukahn Langsung,

., Tender Copal; dan

e, Tender.

E-purchasing sebapaimana dimalreud pada ayvat (1)
harul &, dilaksanakan  untuk  Barang/ Pelenaan
Konstruesi/Jasa Lainny= yvang sudah  lercanlum
dalam katalog elektronik atau Toka Daring,
Pengadaan Lanpgsung sebagaimana diraksud pads
dy Al (1} hurul b dlilaksanakan untuk
Barang/Pekerjaan Kenstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200. 000,000,000 (dua ratus
juta mpiah].

Penunjukan Langsung sebapaimand dirmaksud pala
gyt 1] buruf C dilakzanakan untuk

Buarang/Prkerjaan Konstmaksi/Jasa Lainnya dalam
leradaan tertentu.

Eriteria Barang/Pekenaan Konstrukesiflass Lannya

untuk readaan tortcnty schagaimana dimaksud pada

arat () melipurti: '

a.  penyelenpracasn pentapuan Nemartan o Yane
mendadak wntuk menindaklanjutt komitmen
internasional yang dihadiri oleh Presiden /W alil

Freziden:
e I:narangfjafia' vang bersifat rahasia untuk
keprentingan Mepara meliputl intelijen,

perhndungan saksi, pengamanan Fresiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiklen dan Mantan
Wakil Presiden beseris keluarganya serta tamua
negara senngkat - kepala  negara/kepala
pommerintahan, ataun barang/jasd lan borsifat
rahasims scsual dengan ketentuan perataran
perundang-undangan;

c. Pekeraan . ..
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Pekerjaan Konstraksl bangunan YETE,
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan sat kesatuan tanggung jawalr atas risilo
kegapalan banganan yang secara kescluruhan
tidalkk dapat direncanakan/dipechitungkan
aelelutmnya;

Barane/Pekeraan  KonstruksifJasa Lainnva
vang hanys dapat dizedialan oleh 1 (satu)
Pelaliu Uzaha vans mampu,;

penpgadaan dan penvaluran benih ungepul yang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelas, serta
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada
pefani dalam rangka memjamin Kelersedigan
benib aan pupak secara tepat dan cepat untuk
pelaksanaan peningkaran Ketahanan pangan,

pekerjaan prasarana, sarana, dan dlldibas umam
di lingkungan perumaban bagl Masyarakat
Berpenghazilan Rendah vang dilaksanakan oleh
pengembang vang bersangkutan,

Barene/Pekenaan konstroksif/Jdasa  Lalnnya
vang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
petoegang hak paten, atau pihak yanp elah
rmeticlapat zin darl pemegang hak paten, atau
pihak wang merjadi pemenang tender untuk
mcndapatkarn izin dari pemerintah,

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnyva
yang selelah dilakukan Tender ulang mengatami
kegagalan; atals

pemilihan penvedia untuk  melanjuitkan
pengadaan Barang/Peleerjaan KonstruksifJasa
Lzinnya dalam hal terjadi pemurosan Kontrak

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hururl ¢ dilaksacakan dalam hal Pelaku Usaha telah
terkualilikaszi  dalam  Sisten Informesi Kinerja
Fenyedia untuk pengsdann vang:

a.

spesilikast dan volume pekegaannya  sudah
dapat ditentukan secara rinci; atall

dimunpkinka, dapat  menyebutkan  rerek
sebagaimana diztur dalam Pasal 19 ayar (2}
hoarl B dan bueadf e

{7] Tender . . .
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Tender sebagatmana dirmaksud pada ayac [1) huoad &
dilaksanakan dalam hal ddak dapat menpgunakan
metode pemilihan Fenyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huru!f a sampai depgan haral <.

Ketentuan ayvat {3] Pasal 3% divbhah, sehingga Pasal 29
Lerbuiny sehoagan benkut:

(1)

(2]

[

[4)

Fasal 32
aletnle evaluasi [ N EWATATL Penyedia
Barang; Prkerjaan Konstmk=si/ Jasa Lairmva,

dilakukan dengan:

a. Sistem Milad;

b.  PFenilaian Biayva Selama Umur Ekanamis; ataw
c. Harpa Terendah.

Metode  evaluxst Sistem Nila digunakas  untuk
Penpadaan  Barang/ Peleerjaan Konstroks fJasa
Lainnya yang roempes hitungkan penilaian wlinis d=n
harpa.

Metode  evaluast Fenilalan Biaya  Selama Wemuar
Ekounomis digunakan untuk Pengadasn Barang yang
memperhitungkan faktar amur ekooomis, hargs,
maya aperasional, Blava pemeliharaan, dan nilad sisa
dalam jangks waktn operasi tertentu.

betnde evaivast Tlarpa Terendabh dipunakan untuk
Perpadaan Barany; Pelecrjaan Konstruksij Jasa
Lainnya dalam hal harga menjadi dazar peretapan
pemenang di antara pPERAwaran Yang memeriuhi
persvarstan tekeis,

Letentuan ayarc {3) Pasal 41 ditambahkan 4 lempat] huruf
vakni toaruf ¢, buruf [, bural g, dan burud h, sehingga
Pazid 41 berbunyl sebagal berilut:

(1

Paszal 41

Merocls IJ-L:rliiIihH:l Pervedia Jasa Koresubtans: ferdin
atas:

a. Seleks;
b,  Pengadaan Langsong; dan
.  Penunjukan Langsung.

[2] Seleks . ..
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Seleksi sehagaimana dimaksud pada avat (1) buraf a
dilaksanalkan uniulk Jass Konsultansi bernilal paling
sedikit di atas RplOQ.0D0.00000 [seratus  juts
tuapiakl).

Penpadaan Lanpsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] huruf b dilaksanakan untuk Jaza Konsultarnsi
vang bernilai sampai dengan paling  banyak
R 100 000,000,080 (scratus juts tumah).

Peounjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada
azat (1) haruf ¢ dilaksanakan nntuk Jasa Konsaltans:
dalam keadaan tcrtcntu,

Kriteria Jasa Konsuttansl dalam keadaan tertentil
senagaimana dimaksud pada avar (4) melputi:

a. Jasa Konsultanst vang hanva dapat dilakukan
aleh 1 {safty) Pelaky Usaha yang mampit,

b. Jasa Konsultansi yang hanyan dapat dilabukan
oleh 1 (satu| pemegang hak cipta vang 1elah
terdaftar atal pihak vang telah mendapat izin
pemegang hak cipla;

. Jasza Konsulvansi di idang bubkigm meliputi
Lensultan  bukumfadvoleast atau pengadaan
arbiter yang Ldak dicencanakan sebelumnya,
nntuk menghadapl pugatan danjatau tantutan
hukum  dari  pihak  tertentu,  yang  sidet
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannre
harus segera dun fidak dapat ditunda,

d. permintaan  berulang  (repect orded untak
Penyedia Jasa Konsultans yang sama;

e. Jasa Konsultansi vang setelah dilalookan Scicks:
ulang mengzalami kegapalan;

f.  pemilihan penyedia untuk mclanjutlan Jasa
Koasualtansi  dalam - hal  tegjade pemutusan
Kontral:,

9%

Jasa Konsultansi wvang hersilat rabasia sesual
dengan  ketentusn  pereluran perundang-
urdangan; aran

h. Jasa abli Drewsn Senpheta Konstruksi,

=) Dalam . . .
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it] Dalam hal dilakukan Penunjukan lLangsung uniuk
Fervedia Jasa Konsullunsi sebagainana dimaksud

padu ayat 5] huruf d, diberikan batasan pating
banyak 2 {dua) kal.

22, Ketentuan avat {4) huraf b dan ayar (7) burad b Pasal 50
diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebapal berikut:

Fasal 50

(1) Pelaksanaan pemiliban  melalul Tender/! Selels
mehiputi:

a, Pelaksonaan kualifibas),
Ir,  Peapumuman dan/atau Undangzn;

r. Pepdaftaran can Pengambilan Dokumen
FPemilihan;

i, Pemberian Penjelasan,

e, Penvampaian Dolumen Penawaran,

. Ewvaluasi Dokumen Penawaran;

. Penetapan dan Penpummuman Pemenang; dan
h. Sangpah.

(2] Selain ketontuan schapailraans Liimd}isud poda ayat
(1} unmk pelaksanaan  psmilihan Pekerjzan
Konstruksi ditarmbahkan tanapan Sanggah Banding,

{3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksod pada
aval [1), antuk Seleksy Jasa Konsulrans: dilakukan
klarifikasi dan neeosiasi terhadap penawaran teknis
dan biaya setelah maza sangpah selaesa

(4} Pelakzanaan permilthan melalul Tender Cepat dengan
ketenluan sebagad berikut

a. peserta telah  erkualifikasi dalam Sistom
Informas Kinerpa Penyedis;

bE. peserta menyampalksan penawaran harga,

c.  evaluasi penawaran harga dilakukan melalui
aplikasi; dan

d.  penetapan pemeznang berdasarkan hares
penawaran tecaendah.

(3) Pelaksanaan . . .

S Mo [H2T8d A
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Pelak=zanaan E-purchasing wajib dilakukan antok
barang/jasa YALLE TMCNyANELUE pemenuhan
keburunan nasional dan/atau  strategis yang
ditetapkan gleh menterd, kepala lembaga, atay kepala
deaerah,

Pclaksanaan  Penunjukan  Langsung  dilekukan
dengan mengundang 1 (sany) Pelakw Lssha yang
dipilib, dengan discrial ncegosiasi tekmis mawan
Larga.
Pelaksanaan Penpadaan Langsung dilakukan sebapai
berikout:

a, pembelian/pembayaran langsung kepada
Penyedia untuk  Penegadaan  Barang/Jasa
Lamnya yang menggunakan bukti pembelian
atau kuitansn aton

k. permintaan penawaran vang disertal dengoan
klarifikasi serta negosiast teknis dan harga
kepada  Pelzku Oszaha  untuk  Pengadaan
Langsuag vang mengflnakan siral penintsh
kerja.

Pemiliban dapat segera dilaksanakan zetalab RUP
diczmumkan.

Lintuk barangfjaza vang konwaknya  harus
ditandatangany pada awal tabun, pemibhan dapat
dilaksanakan setelah:

A. penelapan Pago Angearan K/L; ataa

b, persetcjuan RKA  Peranpkat Daerah sesuq)
dengan  ketentilan  peraturan perundang-
unlanpan.

Pelaksanasn pemilihan schagaunana dumaksud pada
ayat (9] dilalnikan serelah RUP dinmuamkan terlebib
dabialy melau aplikasi SIRUJP,

Penawaran harga dapat dilakukan -denpan meiodde
ponawaran harga secacs berulang fR-reserse Auctior),

Ketentuan Pasal 51 divubah, sehingea berbunyi scbagai
berikoat:

[1}

Pasal 31
Prakualifikasi gagal daam hal.

a. setelah . L.
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zetelah pemberian walktu perpanjangan, tidak ada

peserta vang menvainpalkan dokumen
kualifikas,; atau

Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang
dari I {figa] peserta.

Tender/5elcksl gapal dalam hal.

a.
b

h-

lerdapat lesalaharn dalam proses evaluass;

tidak ada pescria yang menyvampaikan dolomen
penawaran  setelah ada pemberian wakm
perpanjangan;

tidak ada peserta yang lulus evaluas penawaran;

ditermnukan kesalahan dulam Dokumen Pemilihan
alznl  tidalk sesusl dengan  ketentuan  dalam
Peraturan Presiden i,

gzluruh peserta terlibat korups, Koelusy, danfatau
neTotETe;

seluruh peserla terlibat persaingan usaha tidak
zehat:

selribe PENAWArat harza Tender
Barang/Prekerjnan KonstruksifJasa Lainnyva di
atas HM'S,

negasiasi  maya pada Scleksi tidak tercapai:
flan/ aran

korupsi, kolust, danfatal nepotistne mehibatkan
Fokia Pemilihan ! PPK.

Tender Cepat gapal dadam halb:

2.

Iy,

ridalt ada pescita ataw hanya 1 (salu] peserta Yang
menyarnpaikan dokumen penawaran setelah ada
pembenan wakit perpanjangan,

pernenang atan pemenang cadangan bidak wada
vary tnenghadiri verifikasi data ualinkas,

ditenukan kesalaban dalam Dolkumen Permibhan
atau tdak sesual Adenwan  ketenman  dalam
Feraturan Presiden int;

geluruh pescrta terlibat koripsi, Kolus, danfaran
ncpotisme,

a. seluruh . . .
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e, sclurah peserta terlibat persaingan usaha odak
srhat, dan /At

[, Korapsi, kolusy, danfatau nepotisme mehbatkan
Foliga Pemilihan S PPE.

Prakualilikasi gagal sebapaimana dimalsud  pada
ayat |1} dan TeocnderfSclcks: gaegal sebagaimana
dimaksud pada avat {2) huruf a sampal dengan haraf
h dinyatukan oleh Pokja Pemibban.

Tender/Selekst gagal scbagaimana dimaksud pada
avat (2] huraf @ dimyatakan oleh PAKPA.

Tindak lapjut dari prakualinkasi gagal scbagnimana
dimaksuel padla ayat (1), Pokja Pemilihan segera
melakukan prakuahiikaz ulang dengan Ketentaan:

a. setelh prakualifikasi clarg jomlah peserta yvang
lulus 2 [dhia) peserta, nroses TenderfSeleksi
dilanjutkan; atau

b aetelah prakualifikasi ulang jumlah peserta vang
fulus | [satv) peserta, dilanjutkan dengan proses
Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dan Tender/ Seleks gagal =ebapaimara
dirnaksud pods avat {2), Pekja Pemilhan segera
rnelakcukan:

A evaluas vlang; dabal
b. Tender/Scleksi ulang,

Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayac (7}
hurot a, dilakukan dalam hal Aitemubkan lesalahan
EVEILAS] pClawaran.

Tenderj Selezsi wlang sebagaimana dimaksud pada
aval (7 haral b, dilalukan untuk Tender/ Selcke

gapa] sebagaimana Sitnaksad pada avat {2) hoaeal b
sampal dengan hural 1,

Cralaun hal  Tewder!Seleksi ulang  schagaimana
dimaksud pada avat [9) gagal, Pokja Pemilihan
dengan persetlydan PAJKPA melaloukan Penunjukan
Lanpsung dengan krilecia:

g, wetnliahan tidak dapar ditunda: dan

b, tidak cukup  waktu  wunink  melaksonakan
Tender) Selebos.

i11; Tindak . ..
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(11} Tindak lanput dari Tender Cepat gapal sebagaimana
dimaksud pada ayat [3}, Pokja Permilihan melakukan
reviu  penyebalb kegagalan Tender Cepat  dan
melakukan Tender Ceput kembali atanr mengpanti

metodes pemillhan lain sebagaimana diatur dalam
Pasal 38 ayat {1].

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai
ek

Pasal o8

il] PPK  menyerahkan  barang/jass sebapaimana
dimaksud dalam Paszal 57 kepada PA/KPA.

(2] Serah terima scbugaimana dimak=zud pada aval (1)
dituianpkan dalam berita acara.

Ketentuan ayat (1), avat (2] dan ayat (3) Pazal 61 diubah,
serta di antara ayvat (2) dan ayat {3) disisipkan 1 {satu) ayat
vakoi ayal (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi scbagai
b oLt

Pasal! Gl

{1] Tukecualikan dan ketentuan  dalam Peranuran
Presiden int:

a. Pengadaan Barang/Jass pada Badan Lavanan
Urmam/Badan Layvanan Umuin Dascah;

b, Pengadaazn Barang/lass yung dilaksanakan
bordasarkan tari] yang dipublikosikan secara
luas kepada masyarakart;

c. Pengarlaan Barang/Jasa vang dilaksanakan
sesual dengan praktil bisniz yang sudah mapan:
dan fata

d. Pengadaan Barang/Jasa wvang datiur  dengain
ketentuan pecateran perundang-undangan
lainnya,

(2} Pengadaan Barang/Jaza pada BRadan Lavanan

Umum/BEadan Layanan Umum Daorah sebagaimana

dimaksid pada ayat (1} hural a3 datur tersendic

dzngan  peraluran  pimpinan  Badan  Layvanan
T/ Badan Layanan Umum Maarah.

{Za] Dalam . .
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{2a] Dalam hal Badan lavanan Umum dan Badan

(3]

Layanan Umum Daerall belum memilike peratucan
pengadaan  barang/jasa  tersendirl,  pelaksanaan
Fecngadaan Barang/Jasa pada Badan Loyanan Umum
dan Badan Lavanan Umumn Daerah berpedoman pada
Peraturan Pregidlen in.

Ketenluan lebah Tapjul rmeneenat penpecualian dalam
Pengadaan Barang/Jasa  sebapaimana dimaksud
pada awvat (1) diatur dengan Peraturan Eepala
Lembaga.

25 Bewntuan Pasal 63 divbab, sehingga bertraoyt sebagal
berikut:

Bapian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Iy
2}

{3]

i+

B

()

Prawal B2

Usaha kecil terdirt atas Usaha Mikro dan Usaha Keoil

Kementerian, Lembaga /Pemenintah Dacrah wanb
mengeinakan produk usaha kecil serta koperasi dan
hasi] produbs dalam negan.

Kementerian/ Lembaga /Pemenintah Dacrak
schagaimana dimaksud  pada  ayat (2] wanhb
menpalokasikan paling sedikar 40% jempal puduh
persen) dari nilay anggaran belanpa barang,/jasa
kemenlerian Lembaga fPermerintab Daeral.

Paket prngadaan Barang/ Peketjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnys denpgan milan Pagu Anpgaran sampai dengan
Rpls 000.000,000.00 (lima belas mihar rupizh)
diperuntukan bapi usaha keeil dansatau koperasi.

MWilai Papgue Anpgaran pengadaan  scbagaimana
dirnaksud pade ayat 4] dikecualikan untuk paket
pekerjzan vang mertintul kemampuan ekols vang
Lidak clapat dipenithi oleh usaha kecil dan koperasic

Wemenlerian  yvang menvelenggaralan  urasan
pemeninilaban di bilang koparasi dan usaha Keol dan
Pernerinlah Daereh memperluas peran serta usaba
kecll  dan koperast denpgan mencanbumioan
barang/ jasy produks asaha ket dan koperas dalamm
katalop clektronik.

(74 Penyedia |
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Penyedia wusaha monkeci]  atay koperasi yanpg
melaksanakan  pekenaan melakukan kEega sama
usaha dengan usaha kecil dan/atan koperasi dalam
bentuk keritraan, subkeatrak, atay beniuk kega
sama lainnya, jka ada usaha kecil alaw koperas yang
remnilil kemampilan o) bidang yang bersanghkutan,

Kepa sama dengan usaha kecll danfatau koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat [7) dicannimkan
dalam Dolumen Pemiliban,

Ketentuan ayvat (2}, ayac [3) dan ayat (4] Pasal &6 diubah,
dan diantara ayat {3] dan ayat (4) digisipkan | {sam)] avat
vakni avat {3a), sehingga Pasal 5& berbunyi scbagal
brerikuat:

i1

i}

)

{3al

()

(=

Pazal &f

Kermenteran/Lembags, Perangkal  Daerah  wajib
renggunakan produl: dalam  nepgeri,  termasuk
TANGANE bangun dan pereliayasaan nasicnal.

Kewajiban penggunaan  produk  dalam  negeri
sebagaimana  dirmaksud  pads wat (1) dilakakan
apalnla terdapat prodok dalam negori vang memiliki
penjumlzhan nilal Tingkat Komponen Dalam Weger
{IXDN] ditambah nilai Babor Manfaat Perusahaan
[BMP| paling sedikit 40% {erapat puluh persen).

Nulsi TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 wmengacu  pada daftar inventorisasi
barang/jasa produks] dalam negeri yang diterbitkan
oleh kKementerian vang menyelenggaralan arusan
pemenntahan di bidang perindustrian.

Kewajiban penggunaan  produk dalam negerd
sehagpannana dimaksud peda avat (2) alakukan pada
tahap Perencanaan Fengadaan, Persiapan
Fengadaan, atau Pemilthan Peryedia.

Retentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (3a)
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi telais!KAK,
dan Doekurnen Pemiihan,

Penpadaan harang imper dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang lersebut belum dapat dipredulkss di
dalam negeri; afau

k. woturme predukst dalam negen tidak mampy
racmenuhi kebuluhan.

() LKPP . . .
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LKPP danjatau Kementerany Lembapa/ Pemerintah

Daerabh memperbanyak pencantuman produk dalam
negeri dalam katalog elektoonik.

ketentuan Pasal &7 diubah, schingga borbunyl sebapsi
berilgul:

)

2]

{3}

(4]

Faszal &7

Freferensl harga merupakan insentd bapl produlk
Jdalam  negeri pada pemilihan Penyedia  berapa
kelebihan hargs yang dasat diterima.

Frelerenst harga diberlakukan untuk Penpadaan
Barang/Jasa dengan milal HI'S paling sedikat di acas
Fip 1.GDO.G0CG 00000 {gata miliar rupiabh}.

Preferensi harga diberikan parda pengadaan Barang
dengan ketentuan scbhagal berikut:

a, diberikan rerhadep Barang vang menliki THDN
paling rendah 25% {dua puluh lima persen|;

b. diberikan paling tinggl 23% [dua pulub Lima
PEFSENY;

v diperhibingkan dalam ewaluasi harga penasaran
vaug telah memenvhi persvaratan administrasl
dan teknis; :

d.  penetapan pemenang berdasarkan wralan hargs
terencdah Hasil Evaluas) Aklur [HEA);

e.  HEA dthitung dengan mimiss HEA = {1 — KF) = HE
clengan:
KF = TKDM = preferensi tertinggl
KPP mermipakan Keclision Pretorenast

HP merapakan Harga Penawaran sctelah koreks:
aritmatik; dan

f  dalam hal terdapat 2 [dua) atau leih penawaran
dengan HEA terendah yang sama, ponawar
dengan TEKDN lebiln Besar ditetapkan sebapail
PETRENARE.

Uniuk Pekerjaan Konsrtuksi pada merode pemnilihan
Tender Internasional, preferenst harpa diberikan
paling dnggl 7,5% {tuubh kema bUma persen) Kepada
badon usaha nnsicnal di ataw harga penawaran
terendah dar badan usaha azinge.

29 Ketcotuan . . .



S N OQRXAT A

29,

30

31.

PRESIDEH
REPUBLIK INDONEZA

- 35 -

ketentuan avat (2], ayat [3} dan aval (=) Pasal 72 diubahb,
serta avat [4) Pasal T2 dihapus, schingga Pasal 72
herninyi sehagai herileet:

Fasal ¥2

1) HKatalop clektronik dapat berupa kalalop elekioonik
nasional, katalog elektromik sektoral, dan katatop
elekeronik lokal.

2] Kalalog elektronik sebagaimana dimaksud pada avat
{1] memual inlormesi berups daltar, jenis, spesifikasi
rchkmis, TRDM, produk dasiam negeri, produlk SNI
produk ramah limgkungan hidup, negara asal, harga,
Penyedia, dan informast lainnya terkait barang/jasa.

{3 Pengelolaan katalog elelwronik  dilaksanakan olch
Kementerian f Lambaga / Pemerintah Daerah  afau
LKFP.

4}  Bhhapus.

15 Ketentoars lebsh lanjur menpenai pengelolaan katalog
eleletronik  sebapgaimana dimaksud pada avat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

i antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakr Pasal 724 sehingge berbunyt sebagai berikut:

Pasal 724

{1} Barang/jasa rang ditransaksikan  melalwi Toko
Darug metmlikl kritera:

a.  standar atau dapat distandarkan;
L. memiliki sifat risiko renndah; dan
. hargs sudah terbentuk di pasar.

{2) Barang/iasa schagmumana dimaksud pada zoval (1)
tidak ditavangkan pada katalop clektronik.

3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Darting diatur
dalam Peraluran Kepala Lembapa,

Eetantuan Masal 74 diubah, schingga berbunyi schbagai
herikut.
Fasal 74

(i) Bumber Deyva Maousia Pengodaan BarangfJosa
terdicn atas:

o Sumber . . .
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a. Sumhber Dava FPengelola Fungsi Penegadasn
Barang/.Jasa;

b. Sumhber Dayva Perancang Kebiiakan dan Sistem
Fengadaan Barang/Jusa; dan

¢, Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan
BarangfJasza,

Sumber Daya  Pengelols  Fungsi Penpadaan
Barang/Jasa sebapaimana dimaksud pada avat {1]
buruld a merupakan swmber daya manosia yang
melakzanakan fungsi penpadaan barang/jasa di
linpkungan Kementeriao fLemnbaga / Pemerintah
Daerah.

Sumber Daya Perancang Kebijakatn dan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud
pada ayat [1} huruf b meropakan sumber daya
manusia vang melaksanakan perancangan kebijakan
dan sistem Pengadaan Barang/Jasa,

Sumber Dava Pendukung Ekosisterm Pengadaan
BarangJasa sehagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf ¢ merapakan sumber dava manasia Yang
terditi dari berbagai  keahlian  tertentn dalam
mendulung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan  mengensi 3umber  Daya Manusia
Pengadaan  Barang/Jasa sebagaimana  dimaksod
pada ayat (1} hwof b dan hura! ¢ berdasarkan
ketentuan peraturan perondang-undangan.

Ni antara Pasal 74 dan Pasal 73 disisipkan 2 {dual pasal
vakni Pezal 744 dan Pasai 748 zehinpga berbunyi sebagal
berikut;

(1}

Pasal 74A

Sumber Dava Pengelola  Fungsi  Pengadaan
Barang/.Jasa scbapaimana dimalesud dalam Pasal 74
ayaf (1] buruaf &, terdic atas:

a. Penpeldla Pengadaan BarangJasa; dan
b, Personel Lainmya,

(2} Kementerian - . .
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Kementerian/Lembaga fPemerintah Daerah wajib
memiliki  Pengelola  Pengadsan  Barang/-Jasa
selagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof a sebagai
Polkja Pemnilihan /Pejabat Pengadaan.

FPengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan
REDxagan FPE, membantu tupas FA/KPA,
melaksanakan persiapan pencantumen barang/jasa
dalam katalog el=ktronik. dan ditugaskan scbagai
Sumber Traya Pendukung Ekosistern Penpadaan
BarangJasa.

Kewajlban sebagaimana dimaksud pada avat [(2)
dikecualikan unruk Kementerian/ Lembaga  dalam
bzl

&  nilat  atao jumlah paket  pengadaan N
Kementerian / Lembapn tidal. mepcukupl untuak
memenyhl  pencapaian  bataz  angka  kredit
rimmum pertabun bapl Pengelola Pengadaan
Barang/.Jasa; atau

b.  Sumber Daya Pengelola Funpsi Peigadaan
Barang/Jasza duakukan olch prajurit Tenrara
Naswonal Indonesia atan anggota Kepolisian
Nepgara Republik Inwdonesia,

Datam hal pengecualisn sebapaimana dimaksud pada
avat [4), penegelolaan  pengadaan  Barang/Jasa
dilaktukan olch  Personel Lainnye  sebagaimana
fimaksud pada avat [Ty husal b

Personel Lainpya sebagaimana dimaksud pada ayet
(51 wajilh memiliki sertifikar kemoetensi di hidang
Pengadaan Barang/.Jaza.

Dalam hal Pzrsonel Lainnys belum memaliki sortifikat
kompetensi i bidang Penpadaan  Barang/.Jasa
sebapaimana dimaksud pada ayat [8) wajib memiliki
sertifikat Penpadaan Darang/Jasa tingkat
dasar, level-1.

Sumber Dava  Peongelils Fungsi Pengeadasn
Harang/Jasa berkedudukan di UKPS,

Aras dasar pertimbangan kewerangan, Sumber Dava
Perpelola Fungst Pengadaar  Barang!Jasa  yoanp
ditugaskan sebagai PPh dapat berkedudukan i laar
UKFEJ

Pasal 74O
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Pasal T4B

Kemenlenan/Lembaga/Pemerintah . Dacrah yang
wanb memiliki Pengelols Penpadann Baranp/Jasa
menyusun  rencana  aksl  pemenuhan Pengelola
Penpadsan Barang/Jasa.

Dralam hal jumtah Pengelola Penpadaan Barang/Jasa
di  lmgkungan Kementerian/L~mbapa;Pemerintah
Daerah helom mencukupl  sesuai rencana aksi
pemmenuhan Pengelola  Pebpadean  Baranp/Jasa
sebapaimana dimakstd pada ayval (1), maka:

8. pelakzanaan fugas Pokga Pemilihan dilakukan
dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan wunruk selinp  paket
pengadaan, wajib beranggotalean sckurang-
kurangnya 1 {satu) Penoeclola Pengadaan
Rarang, Jasa; dan

4. Angpota Pokja Pemilihan selain Pengelola
Pengadaan Barang/Jusa dilaksanakan aleh
Pepawal Negen S1pil yang memilili sertifikat
kompetensi - dandatan  sertifikat keahlian
tingkat dasar/ievel-1 i bidung Pengadaan
Barang/Jasa.

b, pelaksanaan tugas Pojabat Pengadaan vang
tidak dapal dilakukan oleh Pengetola Pengadasan
Barsng/Jasa, dilakubian oleh Pegawal MNegeri
Sipu wang wmemilikl sertifikat’ kompetensi
dan/atau aeTlifloal keahlian tinghoar
dasar/level- L di bidang Penpadazn Barang /- Jasa.

Dalam hal Kernenterian/ Lembaga fPemerintah
Dacrah belum memiliki Pengelola  Penpgadaan
Baranp/ faza, SATIPaAl tersedianya Pengelola
Pengadaan berdazarkan rencana aksi pemenuhan
Fengelols  Pengadaan Barang/Jasa  schapaimana
dimaksud pada avat (1), pelaksanaan tizas Pokja
Femilthan/Pejalal Pengadaan dilakzanaxan oleh:

#.  TPegawal Meperi Sipill vang menulilt aertifkat
lzwapetensi dan/atau scrtifikat keahlian tingkat
damar/ level-1 di bidang Pengadans: Earang/Jaza;
Aoy fatany

. Azen Pengadaan,

[4] Ketenriran
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Kelentuan  lebibh  lanjut mengenai rencana  akesi
pemenubhan Penpelola Pengadean Bacang/fasa
sebagaimana dimaksud pads ayat (1] diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga,

Ketentuan ayat (1) Pazal 75 diabah, di antara ayvat (3} dan
aval [4) disisipkan 1 [sara) ayat, yvakni avat {3a), dan
ketentuan Pasal 75 dulambahkan 3 [higa) avar yakni avat
(2], awvat [€), dan ayat (7], schinees Pasal 75 berbunsw
sebagai berikut:

il

{2]

{3]

i5a)

i)

Y

FPasal 75

Menten ! kepata lembags /kepals daerabh membentuk
UKPBJ vang memiliki luges  menyelenggaralan
dukungan pengadasn barang/jasa naca
Kementerian,/ Lembaga/ Pemerintah Dacrah,

Dalam  ranpka pelakzanaan wapas UKPBJ
sehagaimana  dimaksud pada avat [l}, UKPBJ
memiliki fungst:

a. progeloldan Pengadasn Barang ) Jass;

b. pengelolaan  layvanan  penpgadasan secara
elektromik;

¢.  qpembinsan Sumber Dava  Manugia  dan
Kelembagoan Penpadaan Barang/Jasa;

d. prlaksanaan pcrnidampingarn, konsuitas:,
dan/atau bimbingan tcknis; dan

€. pelaksanaan tupgas lemn vang diberikan oleh
menternfkepala lembagaf kepala dasrah.

UEPBT  sebapaimana dimaksud pacda aval (L)
berbentuk struktural don ditctapkan scsual dengan
ketentuan peratiran perandang-undangan.

Kepala UKPRJ wajib memenuhi standar kompeftensi
jabatan vang mencakup kompetensi teknis di Didang
Pengadaan Barang -Jasa,

Funpst  penpelidaan  lavanan pengadasn Secard
elekironik sehagaimana dimabksud pada avat [2) hural
b, dapat dilaksanakan olzh unit kerja terpisah.

FPembentuksan UKPBJ sebapdaimana dimaksad avat il)
dikecualikan bagi Lembaga vang tdak memenuhi
kritena untuk membentuk UKPE].

&) LEKPBY ...
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LUKD'BJ Kemeonterion,Lembegas/ Fomerninlah  Daermah
melakzanakan peningkatan  kapabilitas  URKPBJ
melala mode] kemarangan UDEPE] untuk mengju
plisal koungrulan Pengadeonn Bacang )/ Jasa.

Ketentuan Iebih lanjut mengendl Lembaga vang tidak
memenuhi  kritenna  untuk  membeontuk URPEJ
sebagaimana dimaksud  pada  ayac {5 don
pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPES
melalui model kematangan UKPB.] sebagaimana
dimaksud pada ayat [2 datur dalam Peraluran
Kepala Lembaga.

Ketentuan Pasal TR divbah, schingga berbunyi scbagal
b riletar:

(1}

(2]

{3)

Pagal 72
Dalam hal peserta pemilihan:

a. menvampaikan dokumen arau kcicrangan
palsujtidak benar untuk memenuhi persyaratan
vane dilentukan dalam Dokumen Pemilibang

b,  terndikast melakukan persekongkolan denpan
poscria lain untuk mengatur harga penawaran,

o terindikasi melakokan korapsi, kolusi, dan/atan
nepoarisme dalam pemilihan Penvedia; aray

el mengundurkan dimodengan alasan yeopg tdak
dapat diterima oleh Pejabat PengadaanPokia
Pemilhan/Agen Pengadaan,

peserta pemlihan dikenat sanks administratif.

Dalam hal pemenane pemiibhan mengaodurkan dio
depgan alasan vang dak dapst ditenitng sebelam
penandatanzanan  Kontrak, pomenang  pomilihan
dikcnai sankst adminisiradf.

Dalam hal Penyedia:

a. tidak tnelaksanalan Kontralk, tidal
menvelesaikan pekerjaan, aln Tudak
melaksanakan kewajiban tlalarm PSR

pernelibaraan;

b. menvebabkan kepagalan bangling,

c. menycrahikan ...
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menverablkan  Jaminan  yang  rfidak dapat
dicairkam,
melakukan  kesalahan  dalam  perhitungsn

jumlalifvolume hasil pekerjaan  berdasarkan
hasil audit:

menyerahkan barangfjasa  vang kualitasnya
tidak sesuai dengan Konwak berdaszarkan hasil
audit; atau

terlainbat  menvelesaikan  pekerjaan sesual
tdenpan Kontrak,

Penyedia dikenad sanksi administrartif.

Perbuatan aran tindakan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), ayat (2], dan ayal [} dikenakan sanksi
administratil berupa:

a.
b.
T,
.

2.

sanksi dipugurkan dalam pemiliban;
sanksl procaltan Janinan;

Janksi Daftar Hitam;

san ksl ganr kerugian, danydtau

sanks1 denda.

Pelangparan atas ketenluan sebagaimana dimaksued
prada

a.

avat (1) hurul a sampal dengan huruf ¢
dikenakan sanksi dipugirkan dalam pemiliban,
sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan
Sanksi Daftar litarm sclama 2 {dua) lehun;

ayat (1) hurul ¢ dikenakan sanksi pencairan
Jomiman Penowaran Jdan Sankst Daftar Hilam
selama 1 (satu) rahun;

ayal [2}) dikenakan sanksi pencaican Jaminan
Penawaran dan Sankst Dafltar Hitam selama 1
[saru] ahun;

avat [3) hural 2 dikenakan sonksl pencairan
Jaminan Pelaksanaan atou sanks! pencairan
Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar
Hitam selama 1 {satup tahun;

avat (3} horuf b osampal denpan bucaf e
dikenakan sanksi gand keruglan sebesar mila
keraglan yang ditimbulkan; atau

t. avat (3. ..
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ayat (3] huraf { dikenakan sanksi denda
keterlambatan.

35 Ketentuan ayat [1) huruf ¢ dan huruf e Fasal 20 diubah,
sehinpga berbunyi scbhagal benkul:

Pazal B0

(1} Perbuatan atasw tindakan peserta pemmilibhan yang
dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

E'R

c.

menyampdaikan dokumen alaw  keterangan
palsa/ ndak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditenlukan Jdalam Dokumen Penuliban;

terindikasi melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawsaran,

terindikasi melakukan korupsi, kolust, danfatau
nepotizsme dalam pemilihan Penyedia,

mengundurkan diri dengan alasen vang tidak
dopat  diterima Polkja PemilihanAgen
Pengadaan; atau

tidak menandalangani koncrak katalog.

{2y  Perbuatan atau tindakan Penvedia yang dikenakan
sanksi dalam proscs E-purcheging berupa  tidalk
mementin kewajiban dalam Hontrak pada katalog
elektronik Atau sural pesanan.

{3] Perbuatan atau tndakan sebagaimana dimalksud
nada ayvat |1] dan ayat (2} dikenakan:

a.
=3

C.

SH Mo (2R 8

sankys digugnirkan dalam pemilihan;
Ganks1 Traltar Hitam;

zanksi penghentan sementars dalam sisteen
transalsi E-purrchasing, danfatau

sanksl penurunan pencantuman Penyedia dan
kataleg elekironik,

[4) Pelangparan . . .
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Pelanggaran atas ketentuan sehagaimana dimaksud
pada:

a. avat (1) hurul = sampai dengan hurol
dikenakan sanksi digugurkan dalam permilihan
dan Sanksi Dafrar Hitam sclama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenaskan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 [sat) tahun;

¢,  ayat 12} atas pelangfaran surat pesanan
dikenakan sanksi penghenlian sementara dalam
sistern transaksi E.purchasing selama 6 (enam)
bulan; atau

d. avat [2) atas pclangearan Kontrak pada katalog
elektronike  dikenakan  sanks: penurunan
pencantuman Penvedia dar katalog elektronik
selama 1 {satu) Labin.

Pengenaan sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat
i4) ditetaplkan oleh Kementerian/ Lembaga /f Perangkat
Dacrah  ataz wsulan  Polkya  Pemihan/ Pejabat
Pengadaan / Agen Pengadaan danfatau PPE.

Kewentuan avar (1] dan ayat (3] Pasal B2 diubah, sehingea
Pasal #2 berbunyi sebagai berikot:

{1]

(2}

rasal 82

Sanksi administracf dikenakan kepada
PAKPA/PPE /! Pejabat Pengadaun/Pokja Pemilihan
vang latal melakukan suatu perbuatan yang menjadi
kewajibannya.

Pemberian’  =anksi  administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat [1| dilaksanakan oleh Pejabat
Pembing Kepegawaian) pejabat yang  berwenang
gegual dengan ketentuan perataran  perundang-
unddangar.

[3} Sankst . ..
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Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dikenakan kepada PA/KPAPPK / Pejabat
Pengadaan/Polja Pemilihan yang terbrakti melanggar
pakta integritas berdasarkan  palilusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau
Peradilan Tata Uzsaha Negara.

Ketentuan ayat (1) Pasal 83 divbah, zehinpgs Paszal 83
berbunyl sebagai bertkut

Pazal 83
{11 PAJKPA menayangksn informasi peserta
permulihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar
Hitam Jdalam Daitar Hitam Nasional,
(2] LKPP menyelenggarakan Dafiar Hitam Masional.
Ketentuan Pasal 85 dinbah, sehingga berbunyi sebagai
berikuat

{1]

(<]}

(3]

Paszal K=

fenyelesaian  sengketa Kontrak antars PPR dan
Penyedia dalam  pelaksznaan  Kontrak  dapat
dilakukan melalui:

a, layanan penyelesaian senpketa Kontrak;
b.  arbitrase;

<. Dewan Senpketa Konstruksi; atan

. penyelezaian melalul pengadilan,

Layanan Penyclesaian senghkera Krantralk
sebagaimana dimaksud] pada ayat (1] bharul a
diselengearakan oleh LKPP.

Ketcntuan mengenal Dewan Sengkels Konstroksi
sebapaimana dimaksud pada avat (1) huraf ¢ diawar
dengan peraturan menter vang menyelengrarakan
urusan pemerintaban i hidang peleerjaen umum dan
perumshan rakyat.

FASALIT . .,
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Pasal Il

Pada zaat Peraruran Presiden inn mulan heclaky, kewanban
memilik sectifilkat kompetens: wuntuk Personel Lainnya
sehagaimana  dimaksud  dalam Pasal 744 ayar (&
dilaksanakan paling tambat 31 Desember 2023,

Pada saat Peraluran Presiden inl mulai berlako, Rings
pengelolaan layvanan pengadasn secara elekironik vang
dilaksanabkan olkh unit kega terpisah acbagaimana
dimakyud dalam Pasal 75 ayar (4 berlaku sampai dengan
31 Desember 2023,

Fada saat Peraturan Presiden i mualar Derlakog,
Pengadaan  Pelerjarn Komatmks/Penpgadaan . Jdasa
Honsullans Konstruksi/ Pekerjaan Foonatruksl
Terintzgrasi tetap dilaksanakan sesuan

a.  Pecraturan Meuteri Fekerjaan Umurm dan Perumahan
Ralovat Normar 14 Tahun 2020 toentang Standar dan
Fedimman Pengrdaan  tasa Konstruks: Melaha
Ferovedia dan peraturan pelaksang; dan

k. Peraturan Mentern Pekergaan Umum dan Porumahan
Rakvat Momor 1 Tahun 2020 tentang Siandar dan
Fedormarn Pengadzan Pelerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang Bangun Melalui  Penyedia
sebagaimana telah dighah denpan Peraturan Menten
Pelierjaan Umum dan Perumahan Ealoeat Nomor 25
Tahun 2020 tentang Perubahan Awas Poraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Halkoyat
Womar 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedarnan
Fengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Terintegrasi
Fanvang Bangun Melalin Penvedis dan peraluran
prlabksana,

sampai  diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga
mengenal Pengadaan Pekerpaan Konstruksi/Penpgadaan
Jasa  Konsultanst  KonsiroaksifPekerjaan  Konsitiiks
Terintepras.

Persturan  Presiden i mulen herlaka pada tangeal
diundanekan.

Apar . ..
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Agar setiap orang mengetahainva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden i dengen

penempalannyva  dalam  Lembaran  Negara  Republik
Tndotiesia.

Ditctapkan di-Jakarea
pada tangeal 2 Fobrzan 2021
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